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1. TUJUAN
1.1. POB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai pedoman dalam

prosedur realisasi dana PKM di Fakultas.

2. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup POB ini meliputi:
2.1. Tata cara prosedur realisasi dana PKM.

2.2. Pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan realisasi dana PKM.

3. DEFINISI/KATA KUNCI
3.1. Realisasi dana PKM adalah mekanisme yang harus dilaksanakan ketua prodi atau
dosen program studi untuk mendapatkan dana dalam melaksanakan kegiatan PKM

di Fisip.

4. PENGGUNA
Pengguna POB ini adalah:
4.1. Dosen masing-masing Program Studi
4.2. Ketua Prodi
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5. PROSEDUR
NO. KEGIATAN PELAKSANA | KELENGKAPAN | WAKTU OUTPUT
Dosen membuat Proposal dan Proposal dan
1 proposal dan surat Dosen surat 1 hari surat
permohonan untuk permohonan permohonan
melaksanakan PKM dana dana
Dosen menyerahkan Proposal dan Proposal dan
proposal untuk
L surat . surat
2 | diperiksa dan Dosen 10 menit
. . permohonan permohonan
ditandatangani oleh
. dana dana
ketua prodi
Ketua Prodi
memeriksa proposal Proposal dan Proposal dan
3 dan surat Ketua Prodi surat 1 hari surat
permohonan dana permohonan permohonan
lalu memberikan dana dana
tanda tangan
Dosen mengambil Proposal dan Proposal dan
proposal dan surat
4 | permohonan dana lalu Dosen surat 10 menit surat
permohonan permohonan
mengantarkan ke dana dana
Bagian Tata Usaha
Pemberian paraf pada Proposal dan Tersampaikannya
proposal dan surat .
Bagian Tata surat . proposal dan
5 | permohonan dana 5 menit
. Usaha permohonan surat
untuk pengajuan ke dana ermohonan
Wakil Dekan i P
Wakil Dekan Il Proposal dan
! Proposal dan surat
memeriksa proposal surat ermohonan
6 | dan surat Wakil Dekan I 30 menit | _Permonon
permohonan yang diperiksa
permohonan !
dana dan ditanda
pelaksanaan PKM ¢ .
angani
Mengambil surat Proposal dan
Proposal dan surat
permohonan dan
surat . permohonan
5 | proposal yang telah Dosen 10 menit L
. ) permohonan yang diperiksa
ditanda tangani oleh dana dan ditanda
Wakil Dekan Il tangani
Mengantar proposal
dan surat Proposal dan Tersampaikannya
6 permohonan untuk Dosen surat 10 menit proposal dan
mendapatkan paraf permohonan surat
oleh kasubbag dana permohonan
keuangan
Proposal dan
7 Dosen melaksanakan Dosen surat 1 hari Kuliah Umum
PKM permohonan
dana
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NO. KEGIATAN PELAKSANA | KELENGKAPAN | WAKTU OUTPUT
Dosen membuat Proposal dan
laporan hasil PKM P . .
surat , Hasil Kuliah
7 | dan menyerahkan ke Dosen 1 hari
. permohonan Umum
bagian Kasubbag d
K ana
euangan
Kasubbag Keuangan Proposal dan
; Kasubbag surat , .
8 | melakukan pencairan K h 1 hari Pencairan dana
dana euangan perrgo onan
ana
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6. ALUR KERJA
Alur kerja realisasi dana PKM dapat dilihat sebagai berikut:

ALUR KERJA REALISASI DANA PKM

DOSEN KETUA PRODI BAGIAN TATA USAHA WAKIL DEKAN Il KASUBBAG KEUANGAN

4 N
Membuat proposal dan
surat permohonan

Menyerahkan proposal
untuk diperiksa dan
ditanda tangani

Memeriksa dan
menandatangani
proposal praktikum

A 4

Mengambil proposal |
dan surat permohonan  [¢
dana

Pemberian paraf
Mengantar proposal dan pada proposal dan
surat permohonan ke surat permohonan
Bagian Tata Usaha dana 4

v

Memeriksa

Melaksanakan PKM < proggrsrﬁloﬂi?]::rat

Membuat laporan hasil
PKM dan menyerahkan R Melgkukan
ke Kasubbag Keuangan 'L pencairan dana
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